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persen) dengan menera'pkan protokol kesehatan
secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi
PeduliLindungi;

transportasi umum (kendaraan umum, angkutan
masal, taksi (konvensional dan online) dan
kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan
pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus
persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan
dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)
kapasitas ruangan,;

persayaratan perjalanan domestik yang
menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan
transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis,
kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan
yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-
19 Nasional;

tetap memakai masker dengan benar dan konsisten
saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta
tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa
menggunakan masker; dan

pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/
Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan
dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap
tingkatan  dengan  melihat  kriteria  zonasi
pengendalian wilayah.

Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dan Kompetisi Sepak
Bola Liga 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

C.

seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf

pendukung wajib menggunakan aplikasi

PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap

orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan

kompetisi dan Latihan;

pelaksanaan  kompetisi  tidak  diperbolehkan

menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan

menonton bersama oleh supporter juga tidak

diperbolehkan. :

Akan dilakukan uji coba pertandingan Liga 1

dengan menerima penonton langsung di stadion,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) uji coba dilakukan pada 1 (satu) pertandingan
setiap minggunya;

2) jumlah penonton maksimal 25% (dua puluh lima
persen) dari kapasitas stadion/ atau paling
banyak 5.000 (lima ribu) orang; /
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3) Hanya penonton dengan kategori Hijau dalam
aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk di
stadion; dan

4) Pertandingan yang dilakukan uji coba dengan
penonton ditentukan oleh PSSI dan PT LIB,

seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf

pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah
memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif

PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari

pertandingan; dan

pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) dan liga 2 (dua)

wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang

ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat
menimbulkan kerumunan.

Perangkat Daerah berkoordinasi dan berkolaborasi
dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan
PPKM.

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi,
dengan prinsip sebagai berikut:

a.

COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,
pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima
belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian,
aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi,
berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama,;

penggunaan masker dengan benar dan konsisten
adalah protokol kesehatan paling minimal yang
harus diterapkan setiap orang;

mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer
secara berulang terutama setelah menyentuh benda
yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau
pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan
tangan perlu dihindari;

jenis masker yang baik akan lebih melindungi
dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis
merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya
perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari
empat) jam);

penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi,
dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko
penularan dalam beraktivitas;

pertimbang jarak dapat diterapkan sebagai
berikut:
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1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi
hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus
selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua)
meter dalam berinteraksi dengan orang lain.
Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang
lain yang tidak tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di
tempat umum  terkait pencegahan dan
penanganan COVID-19,

pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai

berikut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau
menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan
durasi yang singkat untuk mengurangi risiko
penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan
lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu
untuk mengurangi durasi interaksi,

pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai

berikut:

1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko
penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan
di dalam ruangan; dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki
ventilasi udara yang baik. Membuka pintu,
jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko
penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela
tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High
Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat
digunakan di dalam ruangan,

dalam kondisi penularan sudah meluas di

komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan

membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan
perlu dilakukan;

penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus

diterapkan:

1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat
positivity rate mingguan, dengan ketentuan
sebagai berikut:

Positivity rate

Jumlah tes (per 1000

mingguan penduduk per minggu)
<5% 1
>5%-<15% S
>15%-<25% 10

>25%

15
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Testing perlu terus ditingkatkan dengan target
positivity rate <5% (lima persen). Target testing
harian adalah jumlah tes harian minimal yang
harus dipenuhi kabupaten/kota. Orang yang
dihitung ke dalam target testing adalah suspek
dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang
tidak bergejala yang diskrining. Target 172
(seratus tujuh puluh dua) orang dites per hari.

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih
dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.
Karantina  perlu dilakukan pada yang
diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah
diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa
(entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika
hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan
isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka
perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5
karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali
(exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi
setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif,
maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif
sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien
bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu
dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan
dengan ketat untuk mencegah penularan,

upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan
untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan
upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju
penularan serta -mengutamakan keselamatan
mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia,
orang dengan komorbid) mengingat kapasitas
kesehatan yang terbatas dan dampak jangka
panjang dari infeksi COVID-19.

mempercepat proses penyaluran bantuan sosial

serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari

APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan

pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran

bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam
mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi
anggaran dari program/kegiatan yang kurang
prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial
serta jaring pengaman sosial;

2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi
kebutuhan  tambahan pendanaan  untuk
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penganggaran dan penyaluran bantuan

sosial/jaring pengamanan sosial dalam

mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19

berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah

Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi

Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan

Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan
pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

a) Perangkat Daerah untuk melakukan
percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang
belum menetapkan Peraturan Desa mengenai
APBDesa, pengesahan data KPM oleh
pemerintah Daerah, perekaman Data KPM
penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan
penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan
pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal
dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD.

KETUJUH : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi

COVID-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-
19, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a
dilakukan dengan pembebanan langsung pada
Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
melakukan penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan
alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas
yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala
daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada /
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pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil
alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian
program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk
belanja tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka
pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang
bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDELAPAN : a. dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi
Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan,
Transportasi Umum yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini
dikenakan sanksi administratif sampai dengan
penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang
melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian
wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212
sampai dengan Pasal 218;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular;
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan;
4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; dan
5) Ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait.
KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4
Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022. /
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